PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
' KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota

Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda
Aceh Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda
Aceh Tahun Anggaran 2017, '

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersin dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4, Undang-Undang = Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan ' Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43395);

5. Undang-Undang .Nomocr 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Perhbangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang 'Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 4438);

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 728 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pergturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3247);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuarigan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah. diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang . Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712); ,

Peraturan Pemerintah - Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republil& Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502); '
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Peraturan Pemerintéh Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (LemtIJaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

peraturan Pemerintah. Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia’ Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
7007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693); . ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 123) Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran’ Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272); 1
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kdli terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan ~ Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan - kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan
Keuangan Daerah; -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A
Nomor 1) sebagaimans. telah diubah dengan Qanun Kota
Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Qanun Kota Banda Aceh Nornor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor
3); :

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2016 Nomor 12); |

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda
Aceh Tahun Anggaran 2017;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor ...};

. Peraturan Walikata Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2010

tentang Pedoman Kapitalisasi Barang/Kekayaan Daerah
Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh
(Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 63);
Peraturan Walikqta Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
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Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh
(Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 20);

38. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2013
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Banda Aceh Nomor 21 Tahun 20 16 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32
Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016
Nomor 21); '

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN W‘ALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN
ANGGARAN 2017. .

P#sal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :
v a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah; ' Rp. 270.170.805.366
2. Dana Perimbangan; : Rp. 737.750.392.419
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp. 236.493.861.334
Jumlah Pendapatan........ccoeeerieneneneens Rp. 1.244.415.059.119
b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung;
a.) Belanja Pegawai ‘ Rp. 432.519.364.364
b.) Belanja Bunga ~ Rp. 3.219.792.144
c.) Belanja Hibah Rp. 8.411.400.000
d.) Belanja Bantuan Sosial . Rp. 1.586.120.000
e.) Belanja Bagi Hasil Kepada Rp. 0

Provinsi/Kabupaten/Kota dan
' Pemerintah Desa -
f) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Rp. 135.897.580.539
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa N
g.) Belanja Tak Terduga . Rp. 0
. Rp. 581.634.257.047

2. Belanja Langsung;

a.) Belanja Pegawal . Rp. 92.649.763.909
. b.) Belanja Barang dan Jasa Rp. 323.364.998.552
c.) Belanja Modal : Rp. 227.594.104.789
“ ; Rp. 643.608.867.250
Jumlah Belanja.....ccoovvriienreennies Rp.1.225.243.124.298
SULPIIS. .1 vevivereerieeeenssiorniesensanes Rp. _ 19.171.934.821

c. Pembiayaan.......



c. Pembiayaan Daerah 2
{  1.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 68.398.380.755

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. __ 8.300.000.000
Jumlah Pembiayaah Bersih Rp. 60.098.380.755
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan........coooeeenvecrimaneens Rp _79.270.3 15.576
Pasal 2

Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini. |

Pasal 3

Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercaritum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
. ' . pada tanggal 28 Aaustus 2018 M
16 pruthipakh 1439 H
\

) OTAiA-—I\—IfDA ACEH, /7>
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'\ A;VIINYULLXH MAN

Diundangkan di Banda Aceh r
pada tanggal _28 Agustvs 2018 M
1 fzuthgdh 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,Y
B2 '
BAHAGIA :
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOCR
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